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Wlemmbang

Mengingat

BUPATI PONTIANAK,

. o bahwa berdasarkan Suret Penmohonan Yayasan Fendicskan Merah Punh
Sungal Raya Pontianak Nomer 08/Y YP MPA2001, tanggzal 1 September 2001
yang telah memenuhi persyaratan administrasi witak mempercleh 1zin
pendinian, dipandang perlu merealisasikan permohonan  tersebut  guna
memberikan persn  sertg masyarakat dalam  memperhmas  kesempatan
memperoleh pendidikar; .

b.

C.

1.

bahwa denpan memperhatiban kondisi daergh dun tinggar perkembangan
penduduk usia sckolah yang ada pada dasamya masih dimunghkinkan adanya
tambahan sckolah untuk jenis dan jenjang terteni,

bahwa anmbk maksud pada huraf 8 dan b operina diteiapkannesy dengen

kepunisan Bupari,

Undang-undang Nomor 27 Tehun 1959 tentang Penctapar Undung-undang
Drarurat Nomor 3 Tahun 1553 tentang Pembentukar Dacrah Tingkeat 11 &1

. Kalimantan (Lembarary Negara Tehun 1953 Nomor 9) sebagal Undang-

2]

undang (Lembaran Megara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Megars Nomor 18207,

. Undang-Undang Republik Indonesia Womor 2 tahun 1989 temang Sistem

Pendidiken Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nanwar 6, Tambaban
Lembaran Megara Nomar 3371),

Undong-tndseng Nomoer 22 Tahun 1999 terlary Pemerntaban Daerah
{Lembaran Negars Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Momor 3839);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 teniang Penmbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Momor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38407,

~ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang  Kewenangan

Pemerintah dan Kewenanpgan Propinsi sebaga Dacrah Ctonom (Lembaran
Megara Tahun 2000 Nowmor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3932);

Peraturan Pemesntan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Orpanizas:
Perangkat Daerah (Lembaran Megara Tahun 2000 Nenror 1650



Menetapkan
PERTAMA

EEDUA

KEEMDAT

7 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun (999 lentang Tehnik Penyusumen

Peraturan Perundang-undangen dan Bentuk Rancangan Undang-undsng.
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Tancargan Kepumisan Fresiden
(Lerabaran Nepara tahun 1999 Nomor 701},

1
% Peraturan Dacrsh Nomor 04 Tahun 200 wantang Susunen Orgamisas:

Perangkal Dacrah dann Selzetarial Diewsn Perwakilan Rakyat Dacrsh
(DPRD) I'Labupﬁlnn Penitianak (Lembaran Diserah Tahun 2001 Nomor 05).

i’

MEMUTUSKAN:

. Pemberian Persetujuan Lapada Yayasan Pendidikan Merah Pubh untuk

Mendirtkan Sekalah Dasdr Swasta ITndonesta Muda yang berkedndukan ¢
Kecamatan Sungs: Raya;

* Yayasan Pendidikan Merah Putih Penyvelenggars Sekolzh Swasta Indonesia

hMuda sebagaimana tersebut dalam Diklum PERTAMA wajib melaksenakan

ketentuon sepapai berkait

a. Membina dan mengelola sekolsh yang diasuhnya;

b. Melaksanakan pendidiken berdasarkan Sistem Pendidikan INasional
dengan menggunaken Jourilulum yang ditetapkan dan stau disshkan oleh
Departefnen Pendidiken Nasional,

¢. Mentsati segals ketentuan peraturan perlUndang- -undangan yang telah
ditetapkin dan berlaky dalam lingkungan Dinas Pendidikar;

d. Ternedap sekolah-sekolah yang mendupat Izin Pendinan dan Operasicnal
tersebut selama kunumwakty 5 (lima) Tahun, tidak sken membebenkan
Pemerirtah daergh sejak tangga! ditetapkannys keputusan ini,

Sekolah yang dibenikan [zin Pendinian dan Operesional tersebut sk sian
membebary pemerintah atau Dinas Pendidikan selams kunm wakiu 5 (lms)
tahun sejek tanggal ditetapkamnys keputusan

i
. Keputusan ini berlaku mulai berlaku seiils tanggal 1 512002, apabila

dikemudian; hari temyats terdspal kekeiiruan dalam penetspan i akan
diadakan p&:rl::mlcan whagmmana mestinya
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